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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di perusahaan bus PO. 

PANSA Yogyakarta, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Kecelakaan 

Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO. PANSA belum dilaksanakan 

sama sekali dengan tidak menjalankan perintah yang telah diamanatkan 

dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap 

wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS 

sesuai dengan program jaminan yang diikuti. Selama ini perusahaan hanya 

menngandalkan Jasaraharja sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila 

terjadi kecelakaan lalu lintas dan di luar kecelakaan lalu lintas menjadi 

tanggung jawab pemberi kerja. 

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala tidak terlaksananya BPJS Kecelakaan 

Kerja yaitu yang pertama, kurangnya sosialisasi pada perusahaan sehingga 

perusahaan kurang memahami tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, 

anggapan pemberi kerja mengenai bentuk perusahaan yang belum 

berbadan hukum sehingga belum terlalu penting untuk memberikan 
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jaminan sosial secara formal. Pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan ini 

berlaku bagi seluruh perusahaan dan pekerja baik formal maupun 

informal, sehingga perusahaan bus PO.PANSA harus tetap wajib 

mengikutsertakan dan apabila tidak memenuhi apa yang telah 

diamanaatkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dapat dikenai sanksi 

administratif sesuai PeraturanPemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain 

Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, 

Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. 

 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas maka 

diharapkan dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan pemerintah dapat lebih 

mengevaluasi dan memperbaiki dalam menjangkau setiap pekerja dan 

perusahaan yang mempekerjakan pekerja agar program jaminan sosial 

ketenagakerjaan dapat diikuti oleh seluruh pekerja sesuai dengan tujuan 

dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan dalam Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu 

mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan 

dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluargaya. 

Selain saran diatas, penulis juga memberikan saran-saran yang 

diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, antara lain: 



 

 

79 
 

1. Perusahaan bus PO. PANSA Yogyakarta seharusnya mengikutsertakan 

pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan terlebih jaminan 

kecelakaan kerja karena mengingat resiko kecelakaan kerja bagi 

pekerja saat bekerja cukup tinggi meskipun perusahaan tersebut belum 

berbadan hukum sehingga pekerja dapat merasa aman dan nyaman 

dalam bekerja. 

2. Apabila tidak memungkinkan untuk mengikutsertakan pekerja sebagai 

peserta BPJS Ketenagakerjaan maka pekerja dapat mendaftarkan 

sendiri dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

3. Tidak hanya sekedar tahu, namun juga perlu adanya sosialisasi yang 

lebih mendalam tentang program yang diselenggarakan sehingga 

diharapkan pemberi kerja beserta pekerjanya dapat menyadari manfaat 

yang diperoleh bila mengikutsertakan sebagai peserta BPJS 

Ketenagakerjaan. 

4. Selain sosialisasi program jaminan yang diselenggarakan BPJS 

Ketenagakerjaan, pemberian sosialisasi juga diharapkan dapat 

memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara BPJS Kesehatan 

dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga masyarakat khususnya pemberi 

kerja dan pekerja dapat mengetahui dan memahami bahwa BPJS 

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan itu berbeda. 
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